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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus
Forgery d_nl-m Transaksi Jual Beli Saham”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaturan mengenai forgery terkait jual beli saham di
Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi
Jual beli saham dalam kasus forgery. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum
adanya pengaturan yang menyebutkan mengenai forgery secara tertulis di dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal di Indonesia
sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat terjadi di ranah pasar modal.
Perlindungan hukum bagi investor ini diperlukan demi mewujudkan kepastian dan
Jaminan hukum dengan tujuan melindungi masyarakat yang dalam hal ini
merupakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan forgery di ranah pasar
modal, tetapi tindakan forgery ini memenuhi unsur 90 Undang-Undang Pasar
Modal, dimana keduanya melarang setiap pihak yang dengan cara apapun menipu
pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar terkait fakta yang material.
Bentuk perlindungan hukum bagi investor terkait tindak forgery ini dapat
dilakukan secara perdata sebagaimana telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal
1365 KUHPerdata sebagai suatu tindakan melawan hukum. Kemudian mengenai
perlindungan yang diperoleh oleh investor terkait tindakan forgery ini dapat
dilandasi oleh Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai perlindungan hukum yang ditujukan
oleh OJK kepada masyarakat dalam sektor jasa keuangan.

Kata Kunci : Investor, Pasar Modal, Perlindungan Hukum, Forgery

N1P. 197307281998021001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tingginya minat investor dalam berinvestasi di pasar modal,
maka perlu ditindaklanjuti perlindungan hukum bagi investor yang hendak
berinvestasi khuhusnya investasi saham di pasar modal. Mengingat pasar modal
sebagai salah satu instrumen keuangan yang merupakan sumber pembiayaan usaha
dan sebagai wadah atau tempat untuk menanamkan modal bagi para investor yang
memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan
nasional, maka dari itu butuh adanya pengawasan dari sebuah lembaga agar

kegiatan pasar modal berjalan efiesen dan wajar.!

Perlindungan hukum bagi investor diperlukan demi mewujudkan
kepastian dan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang
dalam hal ini merupakan investor, dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan
kegiatan berinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan
pasar modal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang ada
hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-

undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan

YYoyo Arifardhani, 2020, Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan,
Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9



tersebut ada kaitannya dengan pasar modal.? Suatu tindak kejahatan di bidang pasar
modal termasuk ke dalam kejahatan yang sulit dan cukup rumit pembuktiannya.
Hal ini dikarenakan kejahatan yang biasanya terjadi di ranah pasar modal dilakukan
olen penjahat kerah putih atau dikenal dengan sebutan white collar crime,

sebagaimana pihak yang menguasai bidangnya, atau profesional.®

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal), terdapat beberapa kejahatan
pasar modal yang diatur dengan jelas seperti penipuan (fraud), manipulasi pasar
(market manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading)*. Adapun
tindakan lain yang dinyatakan sebagai kejahatan dalam pasar modal berdasarkan
undang-undang tersebut, yaitu setiap pihak tanpa izin atau persetujuan melakukan
kegiatan di pasar modal.>

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi di pasar modal yaitu
forgery. Di dalam Black Letter Law, forgery diartikan sebagai pemalsuan dokumen,
dengan kata lain membuat pemalsuan dokumen dengan tujuan penipuan atau

Fraud.® Dalam konteks hukum, penerapan istilah forgery yang menggambarkan

2Ibid, him 151

3Juli Asril, Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar
Modal, Jurnal limiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi),Vol. 3 No.1, 2019, him. 275,

“4Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, diakses pada 14 oktober 2021
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm

SFarah Gitty Devianty, Widjajani, Dwipriyoko, General Review on Crimes in The Capital
Market Sector, Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 535, 2020,
him. 74-75 https://www.atlantis-press.com/proceedings/pvj-ishessh-20/125953788

®Khairul Anuar Abd. Hadi, Halil Palino, Suria Fadhillah Md Pauzi, The Legal Overview
on Falsification, Fraud, and Forgery, Procedia Economics and Finance, 31, 2015, him. 582,
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01206-X



https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm
https://www.atlantis-press.com/proceedings/pvj-ishessh-20/125953788
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01206-X

suatu tindak pidana menuntut perpaduan dua unsur: unsur fisik (benda yang tidak
tampak) dan unsur mental (niat untuk menipu seseorang dengan tujuan memperoleh

keuntungan finansial).’

Di dalam bukunya yang berjudul Corporate Security Management
Challenges, Risk, and Strategies, Marko Cabric menuliskan bahwa Forgery
merupakan proses membuat, mengadaptasi, atau meniru objek atau dokumen.
Adapun pemalsuan yang paling sering terjadi salah satunya seperti pemalsuan uang,
dokumen, ijazah, identifikasi, bahkan karya seni. Pemalsuan biasanya dapat
menyertai penipuan lain seperti penipuan aplikasi, asuransi, atau cek,

pengambilalihan identitas keuangan, dan sebagainya.®

Di Indonesia, belum terlalu banyak kasus pemalsuan dokumen di bidang
pasar modal khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli saham. Namun
pada awal tahun 2021 dilansir dari Antara News, terjadi tindak kejahatan pasar
modal yang dilakukan oleh mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Seperti
yang dilansir dari Antara News, bahwa dua mantan direksi PT Tiga Pilar yaitu
Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto memasukan enam nama perusahaan
afiliasi sebagai pihak ketiga dalam laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar
Sejahtera Tbk. Berdasarkan hasil investigasi Ernst & Young diketahui adanya
penggelembungan piutang Tiga Pilar kepada enam perusahaan yang merupakan

milik Joko. Saat diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK),

7 Piotr Chrzczonowicz, Organised Crime in The Art Forgery Market, Law Review, No. 2,
Vol. 16, 2017, him. 133, http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.8

8Marko Cabric, 2015, Corporate Security Management: Challanger, Risk, anf Strategies,
, Butterworth-Heinemann imprint of Elsevier, Waltham, him. 101, https://doi.org/10.1016/B978-
0-12-802934-3.00007-X



http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.8
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802934-3.00007-X
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802934-3.00007-X

Joko mengakui telah memberikan instruksi penggelembungan overstatement pada
laporan keuangan Tiga Pilar sejak 2012. Menurut pakar hukum bisnis dari
Universitas Sebelas Maret Dr. Yudho Taruno Muryanto, penggelembungan yang
dilakukan dapat menimbulkan kerugian pada investor dan pelaku pasar. Karena, hal
itu dapat membuat kondisi perusahaan terlihat baik yang berakibat pada keputusan
investor untuk melakukan keputusan transaksi saham. Penyampaian laporan
keuangan yang tidak semestinya atau secara material tidak benar itu turut membuat
distorsi pada pasar modal Indonesia yang berakibat menurunnya kepercayaan

investor akibat penyampaian fakta yang tidak benar.®

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak disebutkan secara rinci atau
eksplisit jenis-jenis penipuan (fraud) dan manipulasi (market manipulation) yang
dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan pengaturannya secara general
saja’’. Lantas, apabila jenis kejahatan seperti Forgery terjadi terhadap investor di
dalam proses transaksi jual beli saham, baik sebelum, sesudah, maupun ketika
sedang terjadinya transaki, maka cukup sulit untuk mengkategorikan tindakan
tersebut sebagai tindakan penipuan di pasar modal atau tindakan manipulasi pasar.
Hal seperti ini dapat timbul dikarenakan pemalsuan dokumen atau Forgery di dalam
ranah pasar modal tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam undang-undang

tersebut.

*Muhammad Zulfikar, Pakar: Tindakan Mantan Direksi PT Tiga Pilar Penipuan Pasar
Modal, https://www.antaranews.com/ diakses pada 15 Oktober 2021

9Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm diakses pada 14 Oktober
2021



https://www.antaranews.com/
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, hal itu
menunjukkan pentingnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku
mengenai tindakan Forgery di pasar modal serta perlindungan hukumnya bagi
korban yang mengalamai hal-hal berupa pemalsuan dokumen tersebut. Maka dari
itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul
“Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus Forgery Dalam Transaksi Jual Beli

Saham”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini,
penulis akan merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi

permasalaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai Forgery terkait jual beli saham di
Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi jual beli

saham dalam kasus Forgery?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini akan dikemukakan tujuan

penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Forgery terkait jual beli
saham di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perdata terhadap

investor pada transaksi jual beli saham dalam kasus Forgery

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan pokok permasalahan di

atas, maka manfaat disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah informasi, pengetahuan, serta
wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan
selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan, dalam hal ini
khususnya di bidang pasar modal.

b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan agar dapat menambah sumbangsih
ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya yang berkenaan
dengan kasus Forgery dalam transaksi jual beli saham.

2. Manfaat praktis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Bagi pembaca diharapkan dapat mendapatkan tambahan pengetahuan
dan referensi, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian yuridis terkait
dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

b. Bagi investor diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

kejahatan pasar modal, sekaligus menjadikan tulisan ini sebagai



referensi terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan
perlindungan hukum bagi investor dari tindakan kejahatan pasar modal.
c. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan
pertimbangan mengenai pembentukan pengaturan berkelanjutan
mengenai kejahatan pasar modal khusunya dalam transaksi jual beli

saham.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memberikan batasan pada ruang
lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai peraturan yang mengatur mengenai
Forgery terkait jual beli saham di Indonesia berikut dengan perlindungan hukum

bagi investor terhadap kasus Forgery dalam transaksi jual beli saham tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam bukunya yang berjudul The Introduction of The Philosophy of
Law, Roscoe Pound menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang telah menimbulkan
pemikiran filosofis tentang hukum. Salah satunya adalah mengenai kepentingan
sosial yang merupakan aspek terpentingan dalam keamanan umum, dimana sebagai
kepentingan dalam mencapai perdamaian dan ketertiban yang sudah menentukan

awal mula hukum. hal ini telah mendorong seseorang yang dalam hal ini merupakan



para filsuf untuk mencari beberapa dasar yang pasti dari pengaturan tertentu dari
tindakan manusia yang harus membatasa tingkah laku serta perwujudan kemauan

agar dapat menjamin tatanan sosial yang kokoh dan stabil.!

Di sisi lain, timbulnya pemikiran tentang hukum ini juga dikarenakan
adanya hal yang mendesak dan kebutuhan untuk mendamaikannya dalam urgensi
keamanan umum, sehingga perlu adanya keputusan-keputusan baru yang
berkelanjutan guna mengikuti dan menyesuikan perubahan yang terjadi di

masyarakat.'?

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum ialah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain masyarakat yang dalam hal ini
menikmati hak-hak nya yang diberikan oleh hukum mendapatkan perlindungan
oleh hukum itu sendiri agar tidak dirugikan oleh pihak lain.** Adapun menurut
C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*

Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum terbagi

menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

1Roscoe Pound, 1954, The Introduction of The Philosophy of Law, Yale University
Press, London, him. 2

2Ibid, him. 2-3

13 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Cetakan ke-5, him. 74

14C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, him. 102



hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya suatu permasalahan hukum atau sengketa, yang mengarahkan pada
tindakan dari pemerintah untuk mengambil tindakan dengan berhati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Berbeda dengan perlindungan hukum
preventif, perindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum setelah
terjadinya permasalahan hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum

represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum.®

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian adalah
ketentuan, keadaan pasti atau sudah tetap, ketetapan. Adapun pengertian hukum
adalah perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban
setiap warga negara, sehingga apabila dicermati maka kepastian hukum dapat
diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh suatu perangkat negara
yang dapat memberikan jaminan atas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap warga

negara.®

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pada
dasarnya hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil
karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Hukum dapat menjalankan fungsinya karena hukum bersifat adil dan dilaksanakan

15 Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina limu,
Surabaya, him. 2.

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1997, him. 735
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dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab

secara normatif, bukan sosiologi.*’

Di dalam bukunya, yang berjudul Legal Theory, Lawrence Friedmann
menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Berkenaan dengan hal ini, maka Baharuddin Lopa dan Andi
Hamzah di dalam bukunya Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan
bahwa hukum menghendaki kepastian dengan sifat utamanya yaitu keadilan dan
kemanfaatan. Sehingga apabila hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum dan

hukum yang tidak memberikan manfaat bagi manusia bukanlah hukum.!8

Menurut Humberto Avila, kepastian hukum merupakan hakikat dari
gagasan hukum, di mana oleh tatanan hukum yang secara normatif dijadikan
sebagai asas hukum sehingga dapat secara efektif membatasi tindakan negara.
Dengan begitu, tidak perlu menggali jauh dan menyelidiki landasan dari kepastian
hukum ini, atau penafsir tidak perlu untuk mekonstruksinya karena pada pada

dasarnya kepastian hukum ini seolah memang telah tercipta.*®

"Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, him. 59

18Margono, 2019, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan
Hakim, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, him. 26-27

®Humberto Avila, 2016, Certainty in Law, Springer International Publishing,
Switzerland, him. 121-122
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3. Teori Kejahatan Pasar Modal

Telah diatur jenis-jenis tindak pidana di bidang Pasar Modal dalam Undang-
Undang Pasar Modal. Adapun yang disebutkan sebagai tindakan kejahatan pasar
modal meliputi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (insider
trading), informasi yang menyesatkan (misleading information), serta kejahatan
lain yang dapat terjadi di pasar modal, seperti unregistered broker, unregistered

securities, unfair trading, churning, margin accounct, dan price manipulation. 2°

Definisi hukum mengenai penipuan dapat ditemukan dalam court cases,
salah satu contoh dari definisi tersebut adalah, “a generic term, embracing all
multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to
by one individual to get adventage over another by false suggestion by suppression
of truth and includes all surprise, trick, cunning, dissembling, and any unfair way
by which another is cheated.” Yang mana berarti bahwa penipuan di sini berarti
segala sesuatunya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan
dari orang lain dengan cara yang salah, menekan kebenaran dengan membuat
kejutan, tipu daya, kelicikan, penyembunyian, bahkan segala cara tidak adil yang

dengan hal itu membuat orang lain tertipu.?

Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu usaha
yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan

wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau

20 Juli Asril, Op. Cit., him. 279
21Zabihollah Rezaee dan Richard Riley, 2010, Financial Statement Fraud: Prevention
and Detection, Cetakan ke-2, John Wiley & Sons, Inc., Canada, him. 4-5
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pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. 22 Selain itu, manipulasi pasar
juga didefinisikan sebagai tindakan menggelembungkan atau mengempiskan harga
sekuritas secara artifisial atau memengaruhi perilaku pasar untuk keuntungan
pribadi. Manipulasi adalah ilegal dalam banyak kasus, tetapi mungkin sulit bagi

regulator dan otoritas lainnya untuk mendeteksi.?®

Insider Trading berdasarkan Merriam Webstes Dictionary diartikan sebagai
tindakan penggunaan informasi secara ilegal yang hanya tersedia untuk orang
dalam untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan finansial.?* The U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) mendefinisikan mengenai
perdagangan orang dalam yang ilegal sebagai tindakan pembelian atau penjualan
sekuritas, yang melanggar kewajiban fidusia atau hubungan kepercayaan dan
kepercayaan lainnya, atas dasar informasi material nonpublik tentang sekuritas.?®
Informasi material adalah setiap informasi yang secara substansial dapat
mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual sekuritas.
Sedangkan Informasi non-publik adalah informasi yang secara hukum tidak

tersedia untuk publik.?®

22Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Cetakan Pertama, Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 41

ZAdam Hayes, Manipulation, https://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp,
diakses pada 19 Oktober 2021,

24Berdasarkan Merriam Webster Dictionary, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/insider%?20trading, diakses pada 19 Oktober 2021

ZAkhiles Ganthi, Insider Trading,
https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp, diakses pada 19 Oktober 2021

2bid



https://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp
https://www.merriam-webster.com/dictionary/insider%20trading
https://www.merriam-webster.com/dictionary/insider%20trading
https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp
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G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dianggap tepat, maka data yang dibutuhkan
dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-

kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan

penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam judul penelitian
“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Transaksi Jual Beli Saham
Dalam Kasus Forgery” ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian
yang bersifat yuridis normatif ini berarti penelitian tersebut dalam
penyusunannya dilakukan dengan cara mengkaji substansi peraturan
perundang-undangan atas pokok permasalahan hukum.?” Dalam skripsi ini,
letak dari pokok permasalahan hukumnya adalah bagaimana perlindungan
hukum yang akan diperoleh investor apabila di dalam transaksi jual beli

saham yang dilakukan oleh investor itu ditemukan kasus forgery.

27 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Kencana Media
Group, Jakarta, him. 28.
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2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-
undang (statute approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan
perundang-undangan atau menelaah perundang-undangan atau
regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang
diangkat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka
penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian

hukum untuk kepentingan akademis.

b. Pendekatan Analitis (analytical approach)

Pendekatan analitis (analytical approach) ialah pendekatan
penelitian yang digunakan dengan menganalisis bahan hukum untuk
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang
digunakan dalam peraturan  perundang-undangan  secara
konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek

dan putusan-putusan hakim.?®

Penelitian ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama,
peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di

dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kemudian yang kedua,

28 Johnny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media,

Malang, him. 310
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peneliti menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek

melalui analisis terhadap putusan-putusan hakim.?®

c. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Istilah Perbandingan Hukum yang dikemukan oleh Soedarto
sebagaimana dikutip oleh Djoni Sumardi, yang di dalam bahasa
Inggris disebut Comparative Law, dalam bahasa Jerman disebut
Rechtsvergleichung atau Vergeleichende Rechtslehre, dalam bahasa
Belanda disebut Rechtsvergelijking, dan dalam bahasa Perancis

disebut Droit Compare.*°

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya Comparative Law
menyatakan bahwa “Comparative Law” merupakan metode
penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang
lebih dalam tentang bahan hukum tertentu dan bukanlah suatu
perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum.
Selanjutnya dikatakannya pula bahwa “Comparative Law” adalah
suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah

hukum.3!

Perbandingan Hukum atau Pendekatan Perbandingan
(comparative approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan

membandingkan peraturan-peraturan atau definisi-definisi hukum

2lbid
%Djoni Sumardi Gozali, 2020, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law,

Common Law, dan Hukum Adat), Nusa Media, Bandung, him. 1
31bid, him. 2
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yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan
hukum. Adapun peraturan hukum yang akan penulis bandingkan
dengan peraturan hukum pasar modal indonesia adalah peraturan

hukum pasar modal Amerika Serikat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang pada
hakikatnya memiliki kekuatan mengikat. Adapun maksud dari
memiliki kekuatan mengikat berarti mengikat kepada masyarakat.
Beberapa bahan hukum yang masuk ke dalam jenis bahan hukum
primer diantaranya yaitu, norma dasar, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presidem, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak
dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktar, Peraturan dari zaman
penjajahan yang hingga kini masih berlaku.%2
Mengenai penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan

antara lain :

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Press, Jakarta, him. 33
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1.) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2.) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentan Otoritas Jasa
Keuangan

3.) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memuat
informasi yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti
buku-buku dan artikel ilmiah yang berasal dari majalah ataupun
internet.®® Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang
digunakan adalah buku-buku tentang pasar modal, jurnal tentang
pasar modal, jurnal tentang perlindungan hukum terhadap investor,
serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pemasalahn

hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum yang dapat
menjelaskan terkait sesuatu yang berhubungan dengan istilah-istilah
atau bahasan-bahasan yang ada di dalam penelitian ini. Selain itu,

digunakan pula media massa sebagai pendukung dalam hal

33 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Universitas
Indonesia, Jakarta, him. 132-133
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mengakses kasus permasalahan hukum yang menjadi pembahasan

dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan
menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan
bahan hukum dengan penelitian kepustakaan seperti merupakan
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, dalam hal ini adalah bahan dalam bidang hukum pasar modal.®*
Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan melibatkan kegiataan yang
berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dalam hal membaca,
mengumpulkan, mencatat, serta kemudian mengolah bahan-bahan pustaka

yang diperoleh tersebut.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan
pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa metode sebagai

berikut;3®

3 Mahmud, 2011, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, him. 31

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. him.181
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1. Sistematisasi, dimana penulis menyeleksi bahan-bahan
hukum yang telah didapatkan dan menyusun bahan
penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

2. Deskripsi, yaitu penulis mendeskripsikan hasil penelitian
berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian

menganalisanya.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran
hukum induksi sebagaimana penulis menjumpai atau merumus suatu
fakta atau suatu gejala yang kemudian diabstraksikan dan dicari

prinsip-prinsip hukumnya.3®

Kemudian bahan hukum yang ada
diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat
dipahami secara jelas dan terarah sehingga mampu menjawab

permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan pada akhir penelitian setelah
menganalisis data-data yang didapatkan penulis dalam penyusunan
penelitian. Agar kesimpulan tersebut menjadi objektif, maka dalam

penarikan kesimpulan penulis memutuskan untuk menggunakan metode

him. 85

%Mahmud. 2021. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke 15, Pustaka Setia, Bandung,
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analisis deduktif. Metode analisis deduktif merupakan suatu analisis yang
melihat sesuatu halnya secara umum atau general kemudian
menguraikannya menjadi lebih khusus. Sehingga proses ini merupakan
proses pendekatan yang dimulai dari melihat kebenaran yang bersifat umum
mengenai suatu teori kemudian menggeneralisasi fakta tersebut pada suatu
data tertentu yang memiliki kesamaan atau familiar pada fenomena yang

bersangkutan dengan menggunakan kaidah logika tertentu.3’

37 Syarifudin Anwar, 2003, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta. him 40
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